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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Pengelolaan Keuangan Desa

2.1.1 Pengertian Pengelolaan Keuangan

Pengertian KeuanganiiDesa iimenurutiiUU Desaiinomor 6iitahun 2014

adalahiisemua hakiidan kewajibaniidesaiiyang dapatiidinilai denganiiuang

sertaiisegala isesuatui berupaiiuangi dan ibarangi yangiberhubungani dengan

pelaksanaan ihak idan kewajiban iDesa. iHak dan kewajiban tersebut

menimbulkan pendapatan, ibelanja, i pembiayaan yangi perlu diaturi

dalam pengelolaani keuangan desa iyang baik. Siklus pengelolaani

keuangan idesa meliputiiperencanaan, ipelaksanaan, ipenatausahaan,

pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun

anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Setiapi tahapan iprosesi pengelolaan ikeuangan idesa itersebut imemiliki

aturan-aturan yangi harusi dipahamii dan idilaksanakan isesuai idengan

batasan iwaktu yang itelah ditentukan.

Kegiatan Pengelolaan iKeuangan iDesa idapat dilaksanakanidengan

baiki tentunya harusi didukung diantaranya ioleh isumber idayai manusia

yangi kompeten dan berkualitas serta sistem dan prosedur

keuangan yang memadai.i
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Olehiikarenanyaiipemerintahiidesaiiharusiimemilikiistrukturiorga-nisasi

pengelolaanikeuangan, iuraian tugas, ibagan alir, idan kriteriaiyang

menjadiiacuanidalamikegiatanipengelolaanikeuanganidesa.

Sumber :

Gambar 2. 1 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

Sumber : Juklakbimkom desa

Di dalam Gambar 2.1 menjelaskan bahwa siklus pengelolaan

keuangan desa memiliki 6 (enam) tahapan dengan penjelasan sebagai

berikut manurut Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa Tahun

2015

1. Perencanaan Keuangan Desa

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)

Dalam menyusuniiRPJM Desa, pemerintahiiidesa wajib

menyelenggarakan MusyawarahiiPerencanaaniiPembangunan

Desa (Musrenbangdes) iisecara partisipatif. Musrenbangdes
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diikuti olehiipemerintah desa, BadaniiPermusyawaratan Desaidan

unsurimasyarakat desa, iyang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama,

tokoh masyarakat dan/atau tokoh pendidikan. RPJM Desa

ditetapkan dalamiijangka waktuiipaling lama 3 (tiga) ibulan

terhitung sejak tanggal pelantikan kepala desa.

b. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)

RKP Desaidisusun oleh PemerintahiDesa sesuai dengan informasi

dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu

indikatif desaiidaniirencana kegiatan pemerintah, pemerintah

daerah provinsi, dan pemerintah daerahikabupaten/kota. RKP

Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun

berjalan dan sudah harusiiditetapkan paling lambat pada bulan

September tahun anggaran berjalan. Rancangan RKP Desaipaling

sedikit berisi uraian sebagai berikut:

1. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;

2. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola

oleh desa;

3. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola

melalui kerja sama antar-desa dan pihak ketiga;

4. Rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola

oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah,

pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah

kabupaten/kota;
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5. Pelaksana kegiatan desa, yang terdiri atas unsur perangkat

desa dan/atau unsur masyarakat desa.

Rancangan RKP Desa dilampiri Rencana Kegiatan dan Rencana

Anggaran Biaya (RAB), yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi.

Selanjutnya, Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbangdes

yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP

Desa. Rancangan RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan

pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Rancangan

RKP Desa berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:

a. Pagu indikatif desa.

b. Pendapatan Asli Desa.

c. Swadaya masyarakat desa.

d. Bantuan keuangan dari pihak ketiga.

e. Bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau

pemerintah daerah kabupaten/kota.

RKP Desa menjadi dasar dalam penyusunan rancangan APB Desa

(RAPBDesa). Teknis penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa agar

tercipta keselarasan telah diatur tata caranya dalam Permendagri

Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa,

sedangkan untuk prioritas penggunaan Dana Desa khususnya

tahun 2015 telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, PDT

dan Transmigrasi Nomor 5 tentang Penetapan Prioritas
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Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 Rancangan peraturan Desa

tentang RKP Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala

Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi

Peraturan Desa tentang RKP Desa.

2. Proses Penganggaran (APB Desa)

Setelah RKP Desa ditetapkan maka dilanjutkan proses

penyusunan APBDesa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya

yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses

penganggarannya. Anggaran Pendapatan danBelanja Desa (APBDesa)

merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintahdesa

yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang

menjadi kewenangan desa.

Proses Penyusunan APB Desa dimulai dengan urutan sebagai

berikut:

1. Pelaksana Kegiatan menyampaian usulan anggaran kegiatan

kepada Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa yang telah

ditetapkann;

2. Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang

APB Desa (RAPB Desa) dan menyampaikan kepada Kepala Desa;

3. Kepala Desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan

Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama



13

paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara Kepala Desa

dan BPD;

4. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang

telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan

oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau

sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk

dievaluasi;

5. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB

Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak

diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Dalam

hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas

waktu maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil ievaluasi

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak

sesuai idengan kepentingan umum dan peraturani

perundang-undangan yang lebih tinggiiKepala Desa

melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari

kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila

hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan

Kepala Desa tetap menetapkaniRancangan Peraturan Desa

tentang iAPBDesa menjadi Peraturan Desa,

Bupati/Walikotaimembatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan

Bupati/Walikota yang sekaligusimenyatakan berlakunya pagu
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APBDesaitahun anggaran sebelumnyai; iPeraturan desa tentang

APBDesa ditetapkanipaling lambat tanggal 31 Desember

tahunianggaran berjalan. Flowchart dan jadwal waktu penyusunan

APB Desa dapat dilihat dalam gambar berikut:
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Sumber :

http://www.keuangandesa.info/2016/07/apb-desa-penganggaran-keuangan-desa.html

Bupati/walikota dalam melakukan evaluasi Rancangan

Sumber : http://www.keuangandesa.info

Rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan oleh

desa paling lambat 1 (satu) setelah APBD kabupaten/kota

ditetapkan.Dengan ditetapkannya APBDesa, pemerintah desa

menyelenggarakan pemerintahan desa dan pembangunan APBDesa

tersebut.

3. Pelaksanaan APBDesa

Semua Pendapatan desaidilaksanakan melalui rekening kas

desa. Khusus bagiidesa yang belumimemiliki pelayananiperbankan di

wilayahnya, pengaturannyaiidiserahkanikepada daerah. Progam dan

kegiataniiyang masuk desaiimerupakaniisumber penerimaaniidan

pendapataniidaniiwajibiidicatat dalam APBDesa. Setiapiipendapatan

desaiharusiididukungiiolehibuktiiiyangiilengkapiidaniisah.

Gambar 2. 2 Flowchart Penyusunan APBDesa
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Pengembalianikelebihanipendapatanidesaiiyang terjadiiipada

tahun-tahun sebelumnya dibebankaniipada belanja tidak terduga.

Pengembalianiiatasiikelebihaniipendapatanidesa yangiibersangkutan

untuk pengembalianiipendapatan desaiyang terjadiidalamitahuniyang

sama.

Setiapiipengeluaraniibelanjaii atas bebaniiAPBDesa harus

didukungiidengan bukti yangiilengkap danisah. Bukti harusimendapat

pengesahan olehisekertaris desaiatasikebenaran materialiyangitimbul

dari penggunaanibuktiiyang dimaksud. Pengeluaranikasidesaiyang

mengakibatkan bebaniiAPBDesaiitidakiiidapat dilakukaniisebelum

rancanganiiperaturaniidesa tentangiiAPBDesaiiditetapkaniimenjadi

peraturanidesa. i

Pengeluaran kasidesa tidak termasukiuntuk belanjaidesaiyang

bersifatiimengikatidan belanjaiiidesa yang bersifatiiiwajib yang

ditetapkan dalamiiperaturaniikepalaiidesa. Bendaharaiiidesa sebagai

wajibiipajakipenghasilan (PPh) danipajak lainnyaiwajibimenyetorkan

seluruhiipenerimaan iipotonganii dani ipajak iiyangiidipungutnyaiike-

rekening kasiNegara

sesuaiidenganiiketentuaniperaturaniperundang-undangan.

Sisa lebihiiperhitungani anggaran (SILPA) itahuni

sebelumnyai merupakan ipenerimaani pembiayaani yang digunakan

untuk :
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a. Menutupiidefisitianggaraniapabilairealisasiipendapatanilebihikecil

daripadairealisasiibelanja.

b. Mendanaiiipelaksanaan ikegiatan iilanjutanii atas iibebaniibelanja

langsung.

c. Mendanaiii kewajiban lainnyaiyang sampaiidengan akhiritahun

anggaranibelumidiselesaikan.

Dana cadanganidibukukanidalam rekening tersendiriiiatau

disimpan pada kas desaiitersendiri atas namaiidana cadangan

pemerintah desa. Danaiicadanganiitidak dapatiiidigunakan untuk

membiayai kegiataniilain diluariiyang telah ditetapkaniidalam

peraturan desaiitentang pembentukaniidana cadangan.

Perubahan APBDesa

Perubahan APBDesaiidapat dilakukaniapabila terjadi :

a. Keadaaniiyang menyebabkaniiiharus dilakukan pergeseraniiantar

jenis belanja

b. Keadaan yangiimenyebabkan sisaiilebih perhitunganianggaran

(Silpa) tahuniisebelumnya harusiidigunakan dlamiitahun berjalan.

c. Keadaan darurat

d. Keadaan luar biasa

Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1

(satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan

APBDesa terjadi bila pergeseran anggaran yaitu pergeseran antar

jenis belanja dapat dilakukan dengan cara mengubah peraturan desa
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tentang APBDesa, yaitu keadaan yang menyebabkan sisa lebih

perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan

dalam tahun berjalan: 1) pendanaan keadaan darurat; 2) pendanaan

keadaan luar biasa.

4. Penatausahaan keuangan Desa

Kepala desa melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus

menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus

dilakukan sebelum mulainya tahun anggaran bersangkutan dan

berdasarkan keputusan kepala desa. Penatausahaan penerimaan wajib

dilaksanakan oleh bendahara desa dengan menggunakan:

a. Buku Kas Umum

b. Buku Kas Pembantuiperincianiobyek penerimaan

c. Buku kas harianipembantu;

Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang

yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan

pertanggungjawaban penerimaan kepada kepala desa paling lambat

tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan pertanggungjawaban

pernerimaan laporan dilampiri dengan;

a. Buku kas Umum

b. Buku KasiPembantu perincianiiobyek penerimaan

c. Bukti penerimaan lainnya yang sah

Penatausahaaniipengeluarann wajibiidilakukan oleh bendaharaiidesa.

Dokumenii penatausahaani ipengeluaraniiiharus disesuaikaniipada
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peraturan desa tentangiiAPBDesa atau peraturaniidesa tentang

perubahan APBDesaii melalui pengajuani Surati ipermintaan

Pembayaran (SPP). Pengajuan SPPiiharus disetujuiiioleh kepala desa

melaluiiipelaksana teknisiipengelolaan keuanganiidesa (PTPKD),

bendahara desaiiwajib mempertanggungjawabkaniipenggunaan uang

yang akan menjadii tanggungjawab melalui laporan

pertanggungjwabanipengeluaran kepada kepalaidesa paling lambat

tanggal 10 bulaniberikutnya. Dokumen yangidigunakan bendahara

desa dalamiimelaksanakan penatausahaan pengeluaraniimeliputi :

a. Buku kas umum

b. buku kas pembantuiperincian obyekiipenerimaan

c. bukti kas harian pembantu.

Laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus dilampirkan dengan

a. Buku kas umum

b. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai

dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah;

c. Bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas Negara.

Dalam keadaan darurat pemerintah desaidapat melakukanibelanja

yang belum tersediaianggarannya yangimerupakan belanjaikegiatan

yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berualang atau

keperluan mendesak dengan criteria sebagai berikut :

a. Kegiatan pelayanan dasarimasyarakat yangianggarannyaibelum

tersediaidalam APBDes tahun berjalan yang apabila ditundaiakan
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menimbulkanikerugian yangilebih besaribagi pemerintahidesa dan

msayarakat

b. Keperluan mendesak yang apabila ditundaiiakan menimbulkan

kerugianiiyang lebihibesar bagiipemerintah desaidan masayarakat.

5. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa

Sekertaris desa menyusunirancangan keputusanikepala desa

tentang pertanggungjawabanipelaksanaan APBDesaidan rancangan

keputusani kepala desa tentangipertanggungjawaban kepalaidesa.

Sekertaris desa menyampaikan kepada kepala desa untuk dibahas

bersama BPD. Berdasarkan persetujuan kepalaiidesa denganiiBPD

maka rancanganiidesa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

APBDesa dapat ditetapkan menjadi peraturan desa.

Jangka waktu penyampaian paling lambat 1 (satu) bulan

setelah tahun anggaraniiberakhir, peraturan desa tentang

pertanggungjawaban pelaksanaaniiAPBDesa dan keputusan kepala

desa tentangi iketerangan peratnggungjawabanii kepala desa

disampaikani kepada bupati/walikotaiimelalui camat. Waktu

penyampaian paling lambat 7 hari kerja setelah paraturan desa

ditetapkan.

Laporan pertanggugjawaban pelaksanaaniiAPBDesa kepada

Bupatiiisetiap akhir tahun anggaran, laporaniipertanggungjawaban

realisasi pelaksanaaniiAPBDesa terdiriiidari pendapatan, ibelanja dan

pembiayaan.
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2.1.2 Asas-Asas Pengelolaan Keuangan desa

Keuangan Desa dikelola iberdasarkani praktik-praktik

pemerintahan yang baik. iAsas-asas Pengelolaan KeuanganiDesa

sebagaimana tertuang dalamiPermendagri Nomor 113 Tahuni 2014

yaitu transparan, iakuntabel, partisipatif serta idilakukan dengan

tertib dan disiplinianggaran, denganiuraian sebagai berikut:

Transparan iyaitu prinsip keterbukaan iyang

memungkinkan masyarakat iuntuk mengetahui dan imendapat

aksesi informasi seluas-luasnyai tentang keuangan desa. iAsas

yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk

memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak

diskriminatif itentang penyelenggaraanipemerintahan idesa dengan

tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Akuntabeli yaitui perwujudani kewajiban iuntuk

memper-tanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalianisumber

dayaidan pelaksanaan kebijakaniiyang dipercayakan dalam irangka

pencapaian tujuan yang telahi ditetapkan. Asas akuntabel yangi

menentukan bahwa setiap ikegiatan dan hasil akhiri kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapati

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuaii dengan

ketentuan iperaturan perundang-undangan;

Partisipatif yaituipenyelenggaraan pemerintahani desa yang

mengikutsertakani kelembagaan desa daniunsur masyarakat desa;



22

Tertib dan disiplin ianggaran yaituipengelolaan keuangan desa

harus mengacuipada aturan atau pedomaniyang melandasinya. Beberapa

disiplin anggaraniyang perlu diperhatikanidalam

PengelolaaniKeuangan Desa yaitu: Pendapatan iyang direncanakan

imerupakan perkiraan yang terukurisecara rasional yang idapat

dicapai untuk isetiap sumber pendapatan, isedangkan belanja yangi

dianggarkan merupakan batas tertinggii pengeluaran belanja,

Pengeluarani harus didukung dengan adanya kepastiani tersedianya

penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan

melaksanakan ikegiatan yang belum itersedia atau tidaki

mencukupi kredit ianggarannya dalami APB Desa/Perubahan APB

Desa;

Semua penerimaan idan pengeluaran idaerah dalam tahun

anggaran yangiibersangkutan harus idimasukan dalam APBDesa

idan dilakukan melaluiiRekening Kas Desa. Keuangan desa dikelola

berdasarkan asas-asasitransparan, akuntabel, ipartisipatif sertaidilakukan

dengan tertibidanidisiplin anggaran.

Sedangkan di dalam Undang-undang nomor 6 tahun i2014 tentang

i desa mengatur pula asas penyelenggaraan pemerintah yang terdiri dari :

a. Kepastian i hukum i adalah asas i dalam Negara i hukum i

yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan,

kepatutan, dan i keadilan i i dalam i setiap kebijakan i

penyelenggaraan pemerintahan desa.
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b. Tertib penyelenggara pemerintahan adalah asas i yang i menjadi

landasan i keteraturan, i keserasian, dan keseimbangan i dalam

pengendalian i penyelenggara i Pemerintahan Desa.

c. Tertib i kepentingan i umum adalah i asas i yang i mendahulukan

kesejahteraan i umum i dengan i cara i yang i aspiratif, i akomodatif,

dan i selektif.

d. Keterbukaan i adalah i asas i yang i membuka i diri i terhadap i hak

masyarakat i untuk i memperoleh i informasi i yang i benar, jujur,

dan i tidak i diskriminatif i tentang i penyelenggaraan iPemerintahan

Desa i dengan i tetap i memperhatikan i ketentuan i peraturan

perundang-undangan. i

e. Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan

antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

f. Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang

berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

g. Akuntabilitas adalah i asas yang menentukan i bahwa setiap

kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan

Desa harus dapat i dipertanggungjawabkan kepada masyarakat i

Desa sesuai dengan i ketentuan peraturan i perundang-undangan.

h. Efektivitas i adalah asas yang menentukan i bahwa setiap kegiatan

yang dilaksanakan i harus berhasil mencapai i tujuan yang

diinginkan i masyarakat i Desa.
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i. Efisiensi i adalah asas yang menentukan i bahwa setiap kegiatan

yang i dilaksanakan i harus tepat sesuai i dengan rencana dan tujuan.

j. Kearifan lokal adalah i asas yang i menegaskan i bahwa di dalam

penetapan kebijakan i harus memperhatikan i kebutuhan dan

kepentingan i masyarakat Desa.

k. Keberagaman adalah i penyelenggaraan i Pemerintahan Desa i yang

tidak boleh i mendiskriminasi i kelompok i masyarakat tertentu

l. Partisipatif adalah i penyelenggaraan i Pemerintahan i Desa i yang

mengikutsertakan i kelembagaan i Desa dan unsur masyarakat Desa.

2.1.3 Struktur Organisasi Desa

Ilustrasi Struktur i Organisasi Pengelolaan i Keuangan i

pada pemerintah i desa i dapat i digambarkan i sebagai i berikut:

Sumber: diolah dari PP 43/2014 Pasal 62 dan 64serta Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

Kekuasaan Pengelolaan i Keuangan i Desa i dipegang

oleh Kepala Desa. i Namun demikian dalam pelaksanaannya,

Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Pengelolaan Keuangan
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kekuasaan tersebut i sebagian dikuasakan kepada perangkat i desa

sehingga pelaksanaan i pengelolaan keuangan dilaksanakan secara

bersama-sama oleh Kepala Desa dan Pelaksana i Teknis

Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Dalam siklus i pengelolaan

keuangan i desa, tanggung jawab i dan tugas dari i Kepala Desa dan i

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa. i PTPKD terdiri i

dari iSekretaris Desa, Kepala Seksi i dan Bendahara Desa.

1. Kepala Desa

Kepala Desa adalah Pemegang i Kekuasaan Pengelolaan

Keuangan Desa dan Mewakili i pemerintah desa dalam

kepemilikan kekayaan milik desa yang i dipisahkan. Dalam hal i

ini, Kepala Desa i memiliki kewenangan:

a. Menetapkan kebijakan i tentang pelaksanaan i APB

Desa;

b. Menetapkan i Pelaksana i Teknis Pengelolaan Keuangan

Desa (PTPKD);

c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan

penerimaan desa;

d. Menyetujui i pengeluaran i atas kegiatan yang i ditetapkan

dalam i APB i Desa;

e. Melakukan tindakan i yang mengakibatkan i pengeluaran

atas beban APBDesa. i
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Kepala Desa memegang i jabatan selama 6 (enam) tahun

terhitung tanggal pelantikan dan i dapat menjabat paling lama

3 (tiga) kali i masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara

berturut-turut. Dalam melaksanakan ikekuasaan Pengelolaan

Keuangan Desa, Kepala Desa i menguasakan sebagian

kekuasaannya i kepada perangkat desa.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa selaku i Koordinator PTPKD membantu

Kepala Desa dalam melaksanakan i Pengelolaan Keuangan Desa,

dengan tugas:

a. Menyusun dan melaksanakan i kebijakan ipengelolaan APB Desa;

b. Menyusun rancangan peraturan desa i mengenai i APBDesa,

perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban ipelaksanaan APB

Desa;

c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yangtelah

ditetapkan dalam APB Desa;

d. Menyusun pelaporan dan ipertanggungjawaban ipelaksanaan APB

Desa;

e. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja

(RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa (SPP).

f. Sekretaris Desa mendapatkan ipelimpahan kewenangan

dari Kepala Desa dalam melaksanakan iPengelolaan i

Keuangan Desa, dan ibertanggungjawab ikepada iKepala IDesa. i
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3. Kepala Seksi

Kepala iSeksi Imerupakan isalah Isatu iunsur idari iPTPKD yang

ibertindak isebagai ipelaksana ikegiatanisesuai dengan bidangnya.

iSesuai pasal i64 PP Nomor 43 iTahun 2014 idinyatakan Ibahwa desa

paling ibanyaki terdiri idari 3i (tiga) iseksi.

Kepala Seksi mempunyai tugas:

a. Menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;

b. Melaksanakan i kegiatan I dan/atau I bersama I Lembaga

Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APB Desa;

c. Melakukani tindakani pengeluaran Iyang imenyebabkan atasi beban

anggaran belanja kegiatan;

d. Mengendalikani ipelaksanaan idengani melakukani pencatatan

dalam Buku Pembantu iKas Kegiatan;

e. Melaporkani perkembangani pelaksanaani kegiatan ikepada iKepala

Desa;

f. Mengajukani SPPi dani melengkapinyai dengani

bukti-buktii pendukung iatasi bebani pengeluaran ipelaksanaan

ikegiatan.

4. Bendahara Desa

Bendaharai Desai merupakani salahi satui unsuri darii

PTPKDi yangi dijabati olehi kepala/stafi urusani keuangani

dani memilikii tugasi untuki membantuiii Sekretarisi Desai.

Bendaharai Desai mengelolai keuangani desai yangi meliputii
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penerimaani pendapatani desai dani pengeluarani/pembiayaani

dalami rangkai pelaksanaani APB Desai. Penatausahaan dilakukan

dengan menggunakan Bukui KasiiUmumi, BukuiiKasi Pembantui

Pajaki, dan Buku Bank. Penatausahaan yang dilakukan antara lain

meliputi yaitu:

a. Menerimai, menyimpani, menyetorkani/membayari;

b. Memunguti dani menyetorkan iPPhi dani pajaki lainnyai;

c. Melakukani pencatatani setiapi penerimaan dan pengeluarani

sertai melakukan i tutupi buku i setiapi akhir ibulani secarai tertib;

d. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan

pertanggungjawaban.

2.1.4 Anggaran Pendapatan Belanja Desa

Pengertian Anggaran dani Belanjai Desai (APBDes) Sujarweni

(2015:33) Anggarani Pendapatani dani Belanjai Desai adalahi

pertanggungjawabani darii pemegangi manajemeni desai untuki

memberikani informasii tentangi segalai aktifitasi dani kegiatani desai

kepadai masyarakati dan pemerintahi atasi pengelolaani danai desai dani

pelaksanaani berupai rencanarencana programi yangi dibiayaii dengani

uangi desai. Dalami APBDesi berisi pendapatani, belanjai, dani

pembiayaani desa. Dalam Permendagrii Noi 113i Tahuni 2014i

disebutkan bahwa Anggarani Pendapatani dani Belanjai Desai yangi

selanjutnya APBDesa adalah rencana tahunan keuangan desa. APBDesa

merupakani rencanai keuangani tahunani pemerintahani desai
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yangi disetujuii olehi Badani Permusyawaratan Desa. APBDesa

terdiri atas pendapatani Desai, Belanjai Desai, dani

Pembiayaani Desa. Berikut disajikan format APBDesa sesuai

Permendagri 113i Tahuni 2014i:

Pendapatan Desa

Pendapatani desai meliputii semuai penerimaani uangi melaluii

rekeningi desai yangi merupakani haki desai dalami 1i (desa)i tahuni

anggarani yangi tidaki perlui dibayari kembalii olehi desa.Pendapatan

desa terdiri dari atas :

a. Pendapatan Asli Desa (PAD Desa)

b. Bagii hasili pajaki kabupateni/kotai

c. Bagiani darii Retribusii kabupateni/kotai

d. Alokasi Dana Desa

e. Bantuan Keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi,

pemerintahi kabupateni/kotai dani desai lainnyai

f. Hibah

g. Sumbangan pihak ketiga

Belanja desa

Belanja desa meliputii semuai pengeluarani darii rekeningi desai yangi

merupakani kewajibani desai dalami 1i (satu)i anggraan yangi tidaki

akani diperolehi pembayarannyai kembalii olehi desai. Belanja desai

dipergunakani dalami rangkai mendanaii penyelenggaraani kewenangan

idesa berdasarkan asal-usul dan ikewenangani lokali berskalai desa.
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Klasifikasi Belanja desa terdiri atas kelompok :

a. Peyelenggaraan Pemerintahan Desa

b. Pelaksanaani pembangunani desai

c. Pembinaan kemasyarakatan desa

d. Pemberdayaan masyarakat desa

e. Belanja tidak terduga

Belanja desa terdiri dari :

a. Belanja Langsung yang terdiri dari :

- Belanja Pegawai

- Belanjai Barangi dan iJasai

- Belanja Modal

b. Belanja tidak langsung yangi terdiri iatasi :

- Belanja pegawai / penghasilan tetap

- Belanja subsidi

- Belanja hibah (pembatasan hibah)

- Belanja bantuan keuangan

- Belanja tak terduga

Pembiayaan desa

Pembiayaan desai meliputii semuai penerimaani yangi perlui dibayar

ikembalii dani/ataui pengeluarani yangi akani diterimai kembalii, baik

padai tahuni anggarani yangi bersangkutani maupuni padai

tahun-tahun anggarani berikutnyai. Pembiayaan idesai terdirii atas i:

a. Penerimaan pembiayaan yang mencakup
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b. Sisa lebihi perhitungani anggarani (SILPA)i tahuni sebelumnyai

c. Pencairan dana cadangan

d. Hasil ipenjualani kekayaani desai yangi dipisahkan i

e. Penerimaan pinjaman

f. Pengeluaran pembiayaan yang mencakup

g. Pembentukan dana cadangan

h. Penyertaan modal desa

i. Pembayaran utang

2. 2 Sumber Daya Manusia

2.2.1 Pengertian Sumber Daya Manusia

Menurut Wirawan (2012;1) Sumberi dayai manusiai merupakani

sumberi dayai yangi digunakani untuki menggerakkani dani menyinergikani

sumberi dayai lainnyai untuki mencapaii tujuani organisasii. Tanpai Sumber daya

manusia (SDM), sumberi dayai lainnyai mengangguri dani kurangi bermanfaati

dalamii mencapaii tujuani organisasi. Istilah SDM mencakupi semuai yangi

terdapati dalami dirii manusiai yangi antarai laini terdirii atasi dimensii-dimensii

berikuti :

1) Fisik manusia. Keadaani fisiki manusiai meliputi tinggi-randah atau

berat-ringannya manusia, sehat-sakitnya fisik manusia, cantik-tampannya

atau tidaknya, serta kuat lemahnya fisik manusia. Kemampuani fisiki

digunakani untuki menggerakkani, mengerjakani atau menyelesaikan

sesuatu
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2) Psikis manusia. Keaadaan psikis/kejiwaan manusia antara lain meliputi

sehati ataui sakitnyai jiwai manusiai, motivasii, semangati dani etosi kerjai,

kreativitasi, inovasii dan profesionalisme manusia

3) Sifat atau karakteristik manusia. Karakteristik manusia terdiri atas

kecerdasani intelektuali, emosionali, spirituali dani social. Energy ataui

dayai untuki melakukani sesuatui bakat dan kemampuan untuk berkembang.

4) Pengetahuan dan keterampilan manusia. Pengetahuan manusia meliputi

tinggi-rendahnyai pendidikani, pengetahuani, keterampilani dani

kompetensii yangi dimilikii manusiai.

5) Pengalamani manusiai. Pengalamani manusiai meliputii pengalamani yangi

berhubungani langsungi ataui tidaki langsung dengan pekerjaan.

2.2.2 Indikator Penilaian Kualitas Sumber Daya Manusia

Adapun penilaian dalam mengukur kualitasi sumberi dayai manusiai

menurut Sedarmayanti (2009:53) yang diharapkan mencakup sumberi dayai

manusiai yangii memenuhi berbagai kriteria dalam ukuran-ukuran di atas yaitu

meliputi :

a. Kemampuan Fisik (kesehatan)

Kemampuan fisik adalah kemampuan tugasi-tugasi yangi menuntuti

staminai, keterampilani, kekuatani, dani karakteristiki serupai. Penelitiani

terhadapi berbagaii persyaratani yangi dibutuhkani dalami ratusani pekerjaani

telahi mengidentifikasii sembilani kemampuani dasari yangi tercakupi dalami

kinerjai darii tugas-tugas fisik. Adapun indikator dalam mengukur kemampuan

fisik (kesehatan) ini meliputi :
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1. Memilikii kesehatani yang ibaiki sertai kesegarani jasmanii

2. Memiliki tingkati kehidupani yangi layaki dan manusiawii

b. Kemampuan Intelektual (Kecerdasan)

Kemampuan intelektual adalahi kemampuani yangi dibutuhkani untuki

melakukani berbagaii aktivitasi berpikir , menalar, dan memecahkan masalah.

Individui dalami sebagiani besari masyarakati menempatkani kecerdasan dani

iuntuki alasani yangi tepati, padai nilaii yangi tinggii. Individu yangi cerdasi

jugai lebihi mungkini menjadii pemimpini dalami suatui kelompoki. Adapun

indikator dalam mengukur kemampuan intelektual (kecerdasan) ini meliputi :

1. Memilikii kemampuani pendidikani padai jenjangi yangi lebihi tinggii

Memilikii tingkatani ragami dani kualitasi pendidikani sertai

ketermpilani yangi relevani dengani memperhatikani dinamikai

lapangani kerjai, baiki yangi tersediai di tingkati locali, nasionali

maupuni internasionali.

2. Memiliki penguasaani bahasai, meliputii bahasai nasionali, bahasai ibui

(daerah) idani sekurangi-kurangnyai satui bahasai asingi.

3. Memiliki pengetahuan dan keterampilan dii bidangi ilmui pengetahuani

dani teknologii yang sesuai dengan tuntutan industrialisasi.

c. Kemampuan Psikologis (mental)

Kemampuan psikologis (mental) adalah kemampuan yang berkaitan

dengan etika, perilaku, sikap, serta fungsi mental manusia secara ilmiah yang

biasanya dikaitkan dengan kemampuan seseorang untuk memberi penilaian
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baik-buruk suatu keadaan/kondisi didalam melaksanakan pekerjaan. Adapun

indikator dalam mengukur kemampuan intelektual (kecerdasan) ini meliputi :

1. Taat menjalankan agamai dani kepercayaani terhadapi Tuhani Yangi

Mahai Esai, serta toleransi yang tinggi dalam kehidupan beragama.

2. Memilikii semangati yangi tinggii dani kejuangani yangi tangguhi, baiki

sebagai iindividui maupuni sebagaii masyarakati.

3. Jujur yangi dilandasii kesamaani antarai pikirani, perkataani dani

perbuatani sertai tanggung jawabi yangi dipikulnyai.

4. Lebihi mementingkani kepentingani umumi daripadai kepentingani

pribadii ataui golongani atasi dasari kesamaani lebihi mendahulukani

kewajibani daripadai haki sebagaii Wargai Negarai.

5. Memiliki sikap adaptif dani kritisi terhadapi pengaruhi negative

nilai-nilai budaya asing.

6. Memiliki kesadarani disiplini nasionali sebagaii suatui budayai bangsai

yangi senantiasai ingini majui.

7. Memilikii semangati kompetisii yangi tinggii dengani meningkatkani

motivasii, etosi kerjai dani produktivitasi demii pembangunani bangsa

dan Negara.

8. Berjiwai besari dani berpikirani positifi dalami setiapi menghadapii

permasalahani bermasyarakati, berbangsai dani bernegarai demii

keutuhani dani kemajuani.

9. Memiliki sifati keterbukaani yangii dilandasiii rasaii tanggung jawabi

bagii kepentingani bangsai.



35

10. Memilikii kesadaranii hukumii yangi tinggiii sertai menyadarii haki

serta kewajibani asasinyai dengani yangi ditetapkani dalami UUDi

1945.

Melihat uraian diatas tersebut, imaka sumber daya imanusia yang

berkualitas isangat diperlukan dalam suatu organisasi, karena dengan adanya

sumber daya manusia yang berkualitas baik berkemampuan dalam bidang fisik,

intelektual serta psikologisnya sangat mempengaruhi maju imundurnya suatu

organisasi.

2.3. Sarana dan Prasarana

2.3.1 Pengertian Sarana Dan Prasarana

Menurut iKamus Besar iBahasa iIndonesia (KBBI), sarana adalah segala

sesuatu iyang dapat idipakai isebagai ialat dalam imencapai maksud dan tujuani.

Sedangkani iprasarana iadalahi segalai sesuatui yang merupakan penunjang

utama iterselenggaranya suatu iproses i(usaha, pembangunan, proyek). iUntuk

lebihi memudahkan imembedakan ikeduanya. Sarana lebih iditujukan kepadai

benda-benda iyang ibergerak contohnyai komputer idan mesin-mesin, sedangkan

prasarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang tidak ibergerak seperti gedung.

Secara iUmumi, sarana adalah segalai sesuatui yang dipakai sebagaii

alat dan bahan untuk mencapai maksud dan tujuani darii suatu proses produksii.

(contohnya: sabiti, cangkuli, dll.) Prasaranai adalahi sesuatui yang merupakani

penunjangi utamai terselenggaranyai produksi. (contohnya: lahan, jalan, parit,

pabrik, tempat kerja, dll.) Misalnya, dalam bidang transportasi darat kita dapat

menyebut mobil, motor, bis, taksi sebagai sarana transportasi karena digunakan
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secara langsung oleh orang. Sedangkan fasilitas pendukung seperti jalan,

rambu-rambu, lampu lalu lintas dapat kita sebut sebagai prasarana.

Pengertian saranai dani prasaranai secara etimologii memiliki

perbedaani, namuni keduanyai memilikii keterkaitani yangi sangati penting

sebagaii alati penunjangi keberhasilani suatui prosesi yang dilakukan. Dengan

demikian, suatu proses kegiatan yang akan dilakukan tidak akan dapat mencapai

hasil yangi diharapkani sesuaii dengani rencana, jika sarana dan prasarana tidak

tersedia. Pengertiani saranai adalahi segala sesuatui yang dipakai sebagai alat

untuki mencapaii maknai dan tujuani (Kamus Besar Bahasa Indonesia,2008)

2.3.2 Ruang Lingkup Sarana Dan Prasarana Menurut Jenisnya

1) Peralatani/perlengkapani kantori (office supplies)

Peralatani/perlengkapani adalahi alat atau bahan yang digunakan untuk

membantui pelaksanaani pekerjaani kantor, sehinggai menghasilkan suatu

pekerjaani yangi diharapkani selesei lebih cepat, lebihi tepat dan lebih baik.

Peralatani/perlengkapani kantori dibedakan menjadi dua, yaitu

Peralatan/perlengkapan kantor dilihat dari bentuknya :

a. Perlatan/perlengkapan kantori yangi berbentuki lembaran/helaian, yaitu

kertasi HVSi, kertasi folioi bergarisi, kertas karbon, kertas stensil,

formuliri, kertasi berkopi, plastik transparan, kertas karton, kertas buffalo,

amplop dan mapi.

b. Peralatani/perlengkapani kantori berbentuki non lembaran

Peralatani/perlengkapani kantori yangi berbentuki non lembaran (bukan

berupai kertasi lembaran)i, yaitui pulpeni, pensil, spidol, penghapus,
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penggarisi, rautani, guntingi, pemotongi kertas (cutter), pembuka surat

(letter opener)i, pelubang ikertasi dll.

c. Peralatan/perlengkapan kantori berbentuii bukui Peralatan/perlengkapan

kantori yangi berbentuki bukui, antara lain :

1. Bukui catatani (block note)i, yaitu buku untuk menulis catatan harian

sekretaris.

2. Bukui pedomani organisasii, yaitui bukui panduan tentang informasi

yangi berkaitani dengani organisasii, mulaii sejarahi, struktur, produk

dan jasai, hinggai prosedur ikerjai.

3. Bukui tamui, yaitui bukui yangi digunakani untuki mencatat tamu

yangi datangi ke perusahaani.

4. Bukui agendai surati, yaitui bukui yangi mencatati keluari masuknya

surati sehari-harii.

Peralatani/perlengkapani kantori dilihati darii penggunaannyai :

1. Barangi habisi pakaii

Barangi habisi pakaii adalahi barang/benda kantor yang

pengguanaannyai hanyai satui/beberapai kalii pakaii atau tidak tahan

lamai. Contoh : kertasi, tintai, karboni, klipi, pensili dan pulpeni.

2. Barang itidaki habisi pakaii

Barangi yangi tidaki habisi pakaii adalahi barang/benda kantor

yangi penggunaannyai tahani lamai. Contoh : stapleri, perforatori, cutteri,

dani guntingi.

2). Mesini-mesini kantori (office machine)
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Mesin-mesin kantori (office machine)i adalahi alati yangi

digunakani untuki menghimpuni, mencatati, mengolahi bahan-bahan

keterangani dalami pekerjaani kantori yangi bekerja secara mekanik,

elektrik, dani magnetiki. Contohi : komputeri, laptopi, LCD, mesin tik

manuali dani elektriki, mesini fotocopyi, dll.

2. Mesin komunikasi kantor

Mesini komunikasii kantori adalahi saranai kantori yang digunakan

untuki melakukani komunikasii, baiki dii lingkungani organisasii sendiri

maupuni kei luari organisasii. Contoh : teleponi, interkom, faksimile dan

teleponi wirelessi.

3. Peraboti kantori (office furniture)i

Peraboti kantori adalahi benda-benda kantori yangi terbuat dari

kayui ataui besii untuk membantu pelaksanaani tugas pekerjaan kantor.

Contoh : mejai, kursii, sofai (mejai dani kursi untuk tamu), rak buku,

lemarii, papani tulisi dlL.

4. Interiori kantori (office arrangement)i

Interiori kantori adalahi bendai-bendai kantori yang digunakan

untuki menambahi suasanai jadii menyenangkan sehingga memberi

semangati dani kenyamanani dalami menyeleseikani pekerjaani. Contoh :

gambari presideni dani wakili presideni, gambar lambang negara, bendera,

strukturi organisasii, lukisani, patungi, vas bungai, tanaman hidupi

maupuni buatani, jami dindingi dll.

5. Tatai ruangi kantori (office lay out)i
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Tatai ruangi kantori adalahi pengaturani ruangani kantor serta

penyusunani alat-alat dan perabotani kantori sesuaii dengani luas lantai

dani ruangani kantori yangi tersediai sehinggai memberikani kepuasan

dani kenyamanan ikepadai karyawani dan ipekerjai.

2.3.3 Jenis Prasarana

Undang-Undang No. 6 Tahuni 2014i tentangi Desai memberii kewenangani

cukupi luasi kepadai Desa, termasuki memberikani Danai Desai (DD)i dan

Alokasii Danai Desai (ADD)i yangi jumlahnyai cukup besar. Dana ini dapat

dimanfaatkani untuki membanguni saranai dani prasaranai desai sesuai

kebutuhani masyarakat Desa.

Jenis Prasarana yang dapat dikerjakan oleh desa menurut Buku Teknis

membanguni saranai dani prasaranai desai tahun 2016 adalahi sebagaii berikut :

a. Dengan bantuan subdirektorat permukiman desa prasarana termasuk air

minum, air bersih, air minum, sanitasi, jalan permukiman, sanitasi, fasilitas

kesehatan, fasilitas pendidikan, tempat pembuangan sampah, dan instalasii

pengelolaani airi limbahi (IPAL)

b. Dengan bantuan Subdirektorat Transportasi desa, prasarana termasuk segala

jenis jalan desa, segala jenis jembatan desa, tembatan perahu dan

perlengkapan prasarana, termasuk gorong-gorong, tembok penahan tanah,

saluran pinggir jalan, bronjong kawat, sayap jembatan dan oprit jembatan.

Mungkin pemecah gelombang (breakwater) dapat membantu transportasi.

c. Dengan bantuan Subdirektorat pendukung ekonomi desa, prasarana

termasuk bantuan produksi dan bantuan untuk pemasaran, berarti termasuk
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bangunan untuk irigasi desa, embung, kepariwisataan desa, perkebunan,

rumah kaca, dan periklanan serta pemasaran.termasuk pasar dasar dan pasar

hewan dan tempat pelelangan ikan.

d. Dengan bantuan Subdirektorat elektrifikasi desa, prasarana termasuk segala

bentuk elektrifikasi desa diantaranya tenaga surya, mikrohidro, tenaga angin,

biomas dan genset.

e. Dengan bantuan Subdirektorat telekomunikasi desa, prasarana berkaitan

dengan komunikasi, melalui jaringan cellphone, internet, computer dan radio

dan pembagian informasi.

2.4. Akuntabilitas

2.4.1 Pengertian Akuntabilitas

Mardiasmo (2012:46)i akuntabilitasi adalahi sebuah kewajiban melaporkan

dani bertanggungjawabi atasi keberhasilani ataupuni kegagalani pelaksanaan misi

organisasii dalami mencapaii hasili yangi telahi ditetapkani sebelumnyai, melalui

mediai pertanggungjawabani yangi dikerjakani secarai berkala.

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyelenggara kegiatani publiki

untuki dapati menjelaskani dani menjawabi segala hali yang menyangkuti

langkahi darii seluruhi keputusan dan proses yang dilakukan, serta

pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerjanya. Kinerja pemerintah dan

aparatnya adalah kualitas produk dan pelayanan publik yang dapat memberikan

manfaat terhadap peningkatan kualitas lehidupan masyarakat. Di dalam bangsa

yang berdemokrasi dimana daulat di tangan rakyat, masyarakat berhak untuk
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menyuarakan pendapatnya dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan

publiki yangi mempengaruhii hajati hidupnya. Untuk itu, publik membutuhkan

informasi tentang apa yang dikerjakan oleh pemerintah, bagaimana kemajuan

telah dicapai oleh pembangunan, dan berbagai permasalaha terkait pelayanan

publik.

Menurut Lukito 2014;4 akuntabilitas juga bersifat berjenjang, dari

akuntabilitas yang bersifat individual sampai dengan hasil pembangunan yang

merupakan pertanggungjawaban kolektif. Sebagaimana diperlihatkan dalam

Gambar 3.1 tentang hierarki akuntabilitas antara pemberi mandat dan pelaksana.

Tingkatan akuntabilitas dimulaii padai akuntabilitasi teknisi, yaitui

pertanggungjawabani terhadapi inputi outputi ataui produk yang dihasilkan dari

suatui kegiatani pembangunani. Selanjutnya tingkat akuntabilitas strategis adalah

tuntutan terhadap pertanggunjawaban outcomes atau manfaat, misalnya dalam

bentuk kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat.

Gambar 2. 4 Hierarki Akuntabilitas
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Pada tingkatan akhir, akuntabilitas politik adalah pertanggungjawaban

terhadap pencapaian dampak atau perubahan social/ekonomi/politik yang dapat

dirasakan oleh masyarakat yang diakibatkan dari berbagai kebijakan dan progam

yang dijalnakna oleh Pemerintah. Semakin keatas, tingkat akuntabilitas kinerja

bersifat kolektif karena pencapaiannya membutuhkan kontribusi dari berbagai

progam/kegiatan. Dengan demikian, koordinasi yang baik menjadi kunci dalam

pencapaian hasil bersama yang saling kontemporer.

Dari gambaran tersebut membangun budaya organisasi publik yang

berorientasi kinerja dibutuhkan pada seluruh jenjang kepemerintahan. Hal ini

juga mengingat bahwai dalami suatui organisasii puncak semata, tetapi juga

merupakan tugas setiap pemimpin level pelaksanaan manapun. Demikian pula,

suatu hasil pembangunan merupakan akumulasi hasil dari kerja berbagai jenjang

kepemerintahan, dan bahkan merupakan kontribusi hasil dari kegiatan

multi-sektor pembangunan.

Akuntabilitasi dapati dipandangi darii berbagaii perspektifi. Dari perspektif

akuntansii, Americani Accountingi Associationi menyatakani bahwai

akuntabilitasi suatui entitasi pemerintahani dapati dibagii dalami empati

kelompoki, yaitu akuntabilitas terhadap:

1. Sumberi dayai financiali

2. Kepatuhani terhadapi aturan hukumi dani kebijaksanaan administrative

3. Efisiensii dani ekonomisnyai suatui kegiatani

4. Hasili programi dani kegiatani pemerintahi yang tercermini dalam

pencapaian itujuani, manfaati dani efektivitasi.
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Sedangkan darii perspektifi fungsionali, akuntabilitasi dilihati sebagai

suatui tingkatani dengani limai tahapi yangi berbedai yangi diawalii darii tahapi

yangi lebihi banyaki membutuhkani ukurani-ukuran obyektifi (legal

compliance)i kei tahapi yangi membutuhkani lebihi banyaki ukuran-ukurani

subyektifi . Tahap-tahap tersebut adalah:

1. Probityi andi legalityi accountabilityi

Hali inii menyangkuti pertanggungjawabani penggunaani danai sesuaii

dengani anggarani yangi telahi disetujuii dani sesuaii dengani peraturani

perundangi-undangani yang iberlakui (compliance).

2. Processi accountabilityi

Dalami hali inii digunakani prosesi, proseduri, ataui ukuran-ukurani dalami

melaksanakani kegiatani yangi ditentukani (planningi, allocatingi and

managing).

3. Performancei accountabilityi

Padai leveli inii dilihat apakahi kegiatani yangi dilakukani sudahi efisien

(efficient and economy)i.

4. Programi accountabilityi

Di sini akan disoroti penetapan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan

tersebut (outcomes and effectiveness).

5. Policyi accountabilityi

Dalami tahapi inii dilakukani pemilihani berbagaii kebijakani yang akan

diterapkani atau tidaki (value).
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Darii perspektifi sistemi akuntabilitasi, terdapati beberapai karakteristiki pokok

sistemi akuntabilitasi ini yaitu :

1. Berfokusi padai hasili (outcomes)

2. Menggunakani beberapai indikatori yangi telahi dipilihi untuki mengukuri

kinerjai

3. Menghasilkan informasii yangi bergunai bagii pengambilan keputusan atas

suatu program atau kebijakan

4. Menghasilkan data secara konsisten darii waktu kei waktui

5. Melaporkan hasil (outcomes)i dani mempublikasikannyai secarai teraturi

2.4.2 Dimensi Akuntabilitas publik

Didalam Buku Akuntansi Sektor Publik (Mardiasmo; 2009) Akuntabilitas

terdiri dari 2 macami yaitui : akuntabilitasi vertikali dan akuntabilitas horizontal.

Akuntabilitas vertikali adalahi pertanggungjawabani atasi pengelolaani danai

kepadai otoritasi yangi lebih tinggii, misalnyai pertanggungjawabani unit-uniti

kerjai dinas kepadai pemerintahi daerah, pertanggungjawabani pemerintahi

daerah kepadai pemerintahi pusat, pemerintah pusat kepada MPR. Sedangkani

Akuntabilitasi horizontali adalahi pertanggungjawabani kepadai masyarakat luas.

Akuntabilitasi publikii yangi harusi dilakukani olehi organisasii sektori publiki

terdirii atasi beberapai dimensii :

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hokum

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan

jabatan, sedangkan akuntabilitasi hukumi terkaiti dengani jaminani adanyai
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kepatuhani terhadapi hukumi dani peraturani lain yang disyaratkan dalam

penggunaani sumberi danai publiki.

2. Akuntabilitas proses

Akuntabilitas prosesi terkaiti dengani apakahi proseduri yangi digunakani

dalami melaksanakani tugasi sudahi cukupi baiki dalami hal kecukupani

informasi informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur

administrasi. Akuntabilitasi prosesi termanifestasii melaluii pemberiani

pelayanani publiki yangi cepati, responsifi dani biayai murahi. Pengawasan dani

pemeriksaani terhadapi akuntabilitasi prosesi dapati dilakukani dengani adai

tidaknyai mark upi dan pungutani yangi laini diluari yangi ditetapkani dani

pemborosani yang menyebabkani pemborosani sehinggai menjadikani Akuntansii

Sektori Publiki mahalnyai biayai pelayanani publiki dan kelambanan pelayanani.

Sertai pengawasani dani pemeriksaani terhadapi proyek-proyeki tenderi untuk

melaksanakan iproyek-proyeki publiki.

3. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang

ditetapkani dapati dicapai atau tidak dan apakah telahi mempertimbangkan

alternatif program yanng memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang

minimal.

4. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakani terkait dengan pertanggungjawabani pemerintah,

baik pusat maupuni daerah atas kebijakan-kebijakan iyang diambil ipemerintah

terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas. Akuntansi sektori publik tidaki bisa
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melepaskan diri idari pengaruh kecenderungan menguatnya tuntutan akuntabilitas

sektor publiki tersebut. iAkuntansi sektor publik dituntut idapat menjadi ialat

perencanaan danipengendalian organisasi sektor publikisecaraIefektif dan efisien

serta memfasilitasi tercapainyaiakuntabilitas publik.

2.4.3 Indikator Akuntabilitas

Mengutip dari Zulfikar;2014 dimensi akuntabilitas yang telah di

jelaskan dan disebutkan di atas yang bersumber dari (Elwood, 1993)

dimensiItersebut dapat diiturunkan menjadiiindikator akuntabilitasIadalah

sebagaiiberikut:

1. Akuntabilitas HukumidaniKejujuran

a. KepatuhaniterhadapIhukum.

b. Penghindaranikorupsi danikolusi.

2. AkuntabilitasiProses

a. AdanyaIKepatuhaniTerhadap Prosedur.

b. Adanya pelayananipublikiyang responsif.

c. Adanyaipelayanan publikiyang cermat.

d. Adanyaipelayanan publikiyangibiaya murah

3. Akuntabilitasiprogram:

a. Alternatif programiyang memberikanihasiliyangioptimal.

b. Mempertanggungijawabkan yangitelah dibuat.

4. AkuntabilitasiKebijakan

Mempertanggungjawabkanikebijakan yangitelah diambil.
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2.5 Transparansi

2.5.1 Pengertian Transparansi

Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang KeterbukaaniInformasi

Publik. iYang mana undang-undang tersebut merupakani legal standing bagi

publik untuk imendapatkan pelayanan idalam hal mengakses iinformasi publik,

sertaikewajibanibagi badan publik untuk menyediakan informasi publik yang

valid.

Mardiasmo dan Kristianten (2006) menyebutkanitransparansiiadalah

keterbukaanipemerintah dalam memberikan informasiiyangiterkait dengan

efektifitas ipengelolaan sumber idaya publik kepada ipihak yang membutuhkan

yaitu imasyarakat.

2.5.2 Indikator dari transparansi

Menurut Krinai(2003) prinsipiini menekankani pada dua aspek imengenai

dimensi transparansi, yaitu:iKomunikasi publik ioleh pemerintah dan iHak

masyarakat iaterhadap akses informasi.

Indikator dari itransparansi adalah isebagai berikut:

1. Penyediaan iinformasi yang ijelas tentang itanggung jawab

2. Menyusuni suatu mekanisme opengaduan jika ada peraturan iyang dilanggar

atau permintaan imembayar uang suap

3. Kemudahan oakses Informasi

4. Meningkatan arus Informasi imelalui kerja sama dengan mediao massa dan

lembaga non ipemerintah.
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2.6 PenelitianiTerdahului

Penelitianiterdahulu ini menjadi isalah satu iacuan penulis idalam

melakukani penelitian sehinggai penulis dapat memperkaya teori yang digunakan

dalam mengkaji penelitian iyang dilakukan. Darii penelitian terdahulu, ipenulis

tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian

penulis. iBerikut merupakan penelitiani terdahulu berupa beberapa jurnal iterkait

dengan penelitian iyang dilakukan penulis.

Table 2. 1 Penelitian Terdahulu

No
Judul

(peneliti)

Variabel

penelitian

Alat

penelitian
Hasil penelitian

1. Pengaruh
Transparansi
Dan
Akuntabilitas
Terhadap
Pengelolaan
Keuangan
Desa (Umami
dan Nurodin,
2017)

X1 = Transparansi
X2 = Akuntabilitas
Y = Pengelolaan
Keuangan Desa

Regresi
berganda

Transparansi
berpengaruh positif
signifikan terhadap
pengelolaan keuangan
desa, akuntabilitas
pengaruh positif
signifikan terhadap
pengelolaan keuangan
desa
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2. Pengaruh I
Sumber Daya
Manusia,
Sarana Dan
Prasarana i
Terhadap
Kinerja
Pengelolaan
Keuangan o
Desa Di
Kabupaten
Lombok o
Tengah
(Hendri
Ardania,
IRakhmawati,
Dan Atikah
2016)

X1 = Sumber daya
Manusia
X2 = Sarana dan
Prasarana
Y = Pengelolaan
Keuangan Desa

Regresi
berganda

Hasil uji menunjukkan
bahwa terdapat arah
hubungan yang positif
dan signifikan sumber
dayai manusia
serta sarana idan
prasarana iterhadap
kinerjaipengelolaan
keuangan desai

2.7 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Permendagri inomor 113 itahun 2014 pasal o1 ayat 6

disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desai adalah keseluruhani kegiatan yang

meliputi Iperencanaan,i pelaksanaan,I penatausahaan,I pelaporanI dan

pertanggungjawaban keuangan idesa. Hal ini memerlukan kompetensi Sumber

daya manusia untuk dapat melaksanakan keseluruhan dari kegiatan pengelolaan

keuangan desa, kompetensi sumber daya yang berkualitas akan berpengaruh

postif terhadap pengelolaani keuangani desa manakala disertai dengan sarana

prasarana yang tersedia, sarana dan prasaran selain sebagai penunjang juga

merupakan mempercepat proses pengerjaan pengelolaan keuangan desa.
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Selain itu transparansi dan Akuntabilitas akan menciptakan

pemerintahan Iyang baik yaitu sebagai media berkomunikasi dengan masyarakat

secara tidak langsung. Transparansi dan akuntabilitas menciptakan pandangan

yang positif olehi masyarakat kepadai pemerintah desa. Mengusahakan

transparansi dan akuntabilitas oleh pemerintah desa merupakan keniscayaan

untuk mewujudkan good governance, kedua hal tersebut membangun rasa

percaya masyarakat kepada pemerintah desa akan kemampuan dana yang

dikelola pemerintah desa.

Berkenaan dengan hal diatas maka peneliti menuangkan kerangka

pemikiran dengan gambar dibawah ini :

Gambar 2. 5 Skema Hipotesis



51

2.8 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara tergadap rumusan

masalah penelitian. Oleh karena itu Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti

membuat hipotesis statistik sebagai iberikut :

1. Hubungan Sumber daya manusia terhadap pengelolaan keuangan desa

Sumber daya manusia imerupakan keterampilan idan kemahiran

sumber daya idalam melaksanakan tugasnya (Hendri;2016). Kemahiran dan

keterampilan iteknis yang di miliki oleh Iaparatur pemerintah desa akan sangat

membantu penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa yang berkualitas.

Dengan adanya kompetensi sumber daya yang berkualitas yakni

sumber daya yang mampu secara fisik, dan berpengetahuan dalam memahami

pengelolaan keuangan desa yang baik sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, maka pengelolaan keuangan desa akan

semakin baik. Hal ini didukung penelitian Hendri (2016) Sumber Daya

Manusia mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kinerja pengelolaan

keuangan desa. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai

berikut :

.H1 : iSumber iDaya iManusia berpengaruh positif signifikani terhadap

Pengelolaan Keuangan Desa.

2. Hubungan Sarana dan Prasarana terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Saranai dan Prasaranai merupakan ketersediaan alat pendukung

yang akan membantu apartur Pemerintah desa dalam melaksanakan tugas.

Sarana prasarana yang tersedia baik fisik maupun non fisik sebagai penunjang
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utama dalam melaksanakan tugasnya, berupa perlengkapan dan alat-alat yang

dibutuhkan Sumberi daya manusiaI untuk bergerak dan memperlancar proses

pengelolaan keuangan desa sehingga sesuai sasaran dan mempercepat proses

pengerjaan (Hendri;2016).

Semakin terpenuhinya sarana dan prasarana desa, akan menunjang

proses pengelolaan keuangan desa menjadi lebih baik dari segi ketepatan

waktu dan efisien. Sarana dan prasarana memadai merupakan kebutuhan

aparatur pemerintah desa untuk memperlancar proses pengelolaan keuangan

desa. Selain sebagai penunjang utama sarana prasana merupakan elemen

penting dalam proses pengerjaan pengelolaan keuangan desa. Karena tanpa

adanya sarana dan prasarana yang memadai pengelolaan keuangan desa akan

terhambat proses pengerjaanya. Hal ini didukung oleh penelitian hendri (2016)

sarana dan prasarana mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kinerja

pengelolaan keuangan desa. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini

dirumuskan sebagai berikut :

H2 : Saranai dan iPrasarana berpengaruh positif signifikan terhadap

Pengelolaan Keuangan Desa

3. Hubungan Tranparansi terhadap iPengelolaan iKeuangan iDesa

Transparansii merupakan informasi mengenai ikebijakan, proses

pembuatan, ipelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Prinsip ini menekankan

kepada 12 aspek : iKomunikasi publik oleh pemerintah, iHak masyarakat

terhadap akses informasi. (Menurut Krina (2003) dalam Zulfikar 2014)
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Dengan adanya Transparansi yang berarti keterbukaan infomasi

publik sebagai media komunikasi oleh pemerintah desa kepada masyarakat

secara tidak langsung, akan memudahkan masyarakat dalam melakukan

pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa. Hal tersebut berarti semakin

baik transparansi pengelolaan keuangan desa di desa maka pengelolaan

keuangan desa akan menjadi baik karena secara tidak langsung melibatkan

masayarakat dalam melakukan pengendalian dan pengawasan.

Didukung dengan penelitian yang telah dilakukan umami (2017)

menyimpulkan bahwa Transparansi iberpengaruh positif isignifikan terhadap

Pengelolaan Keuangan desa. Dari hasil perumusan diatas maka hipotesa

dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H3 : Transparansii berpengaruh positif signifikan terhadap iPengelolaan

Keuangan Desai

4. Hubungan iAkuntabilitas iterhadap Pengelolaani Keuangan Desa

Akuntabilitasi merupakan kewajibani pihak pemegangi amanah

(agent) untuk imemberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan

dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi

tanggungjawabnyai kepada pihak pemberi iamanah (principal) yang

imemiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut

(Mardiasmo (2005) dalam Zulfikar 2014).

Semakin baiknya pengelolaan keuangan desa yang akuntabel

(dapat dipercaya) dan handal maka pengelolaan keuangan desa akan semakin

baik pula, pengelolaan keuangan desa yang baik sesuai peraturan
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perundang-undangan akan meminimalisir kesalahan dari proses

pertanggungjawabannya. Hal ini didukung oleh penelitian yang telah

dilakukan umami (2017) menyimpulkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh

positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Dari hasil perumusan diatas

maka hipotesa dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H4 : AkuntabilitasI berpengaruh positif signifikan terhadap iPengelolaan

Keuangan iDesa

5. Hubungan Sumberi Dayai Manusia, Sarana dan iPrasarana, iTransparansi

dan Akuntabilitas signifikan terhadap Pengelolaani Keuangan Desai

Semakin baiknya kompetensi sumber daya manusia yang

berkualitas, memadaimnya sarana dan prasarana sebagai penunjang proses

pengerjaan, adanya media komunikasi pemerintah desa dengan masyarakat

yang semakin transparan, serta penyajian pelaporan pertanggungjawaban

yang akuntabel dan handal maka Keempatnya secara bersama-sama akan

berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Keempat Variabel yang akan penulis uji secara bersama-sama

mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan. Maka

hal tersebut dirumuskan penulis sebagai berikut :

H5 : Sumber daya manusia, Sarana dan Prasarana, Transparansi dan

Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.
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